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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung
Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan tinjauan siyasah syar’iyyah
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus. Jenis penelitian terkategori field research ini bersifat deskriftip
analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang
telah disusun, dijelaskan, dianalisis, dan kemudian diperoleh kesimpulan.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan survey,
dokumentasi dan wawancara mendalam (dept interveiw). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan
Pugung Kabupaten Tanggamus belum optimal dilaksanakan, karena masih ada
masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan orgen
tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan orgen tunggal hanya
boleh sampai dengan 18:00 Wib dan berdasarkan analisis siyasah syar’iyyah
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus sudah sejalan dengan norma-norma hukum Islam-sebagai manifestasi
dari kebijakan dimaksud. Hal ini sesuai dengan kaidah figh siyasahj terutama
siyasah gadha tyyah. yang secara/Spesifik slembahas peradilan‘atas pelanggaran
peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat danditetapkan oleh
lembaga legislatif*dan-sebagai perwujudan dari jarimah-tazi¥yang mana apabila
terjadi pelanggaran terh ntuan PerWh Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pengaturan Hiburan maka diberikan sanksi oleh Bupati
(penguasa) melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi hiburan umum.
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munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Imron
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas
mengenai judul “Analisis Siyasah syar’iyyah Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pengaturan Hiburan Umum?”, dan untuk menghindari salah pengertian
dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan peneliti uraikan
beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut.

Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis

“«Ahatisis-adalah penyelidikan terhadap suaptwpér:ifé't‘i‘\)va (karangan,

perbuatan) dan sebagmuntuk r‘Miyang sebenarnya (sebab

musabab, duduk perkaranya)”.*

2. Siyasah syar’iyyah
“Sivasah syar’iyyah adalah pengaturan kemaslahatan manusia

berdasarkan syara™?

1 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008), Cetakan Pertama, Edisi Keempat, h. 103

2 H.A. Djazuli, Fgih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2009) Cetakan ke 4, h. 1.



3. Implementasi
“Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang disusun secara matang dan terperinci”.?
4. Peraturan Daerah
“Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/WaliKota).
Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota”.*
5. Hiburan Umum
“Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan
atéu Igge.ramaian dengan nafha;,dah b‘gﬁtuk apapun yang ditgntén dan atau

dinikmati™oleh- setiap-orang dengan dipungutgb&yaréth:'t‘idak termasuk

penggunaan fasilitas Mraga atm yang digunakan untuk

umum?.

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas, maka dapat ditegaskan
bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini yaitu analisis Siyasah
syar’iyyah terhadap implementasi pengaturan hiburan umum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 di Desa Banjar Agung

Udik Kecamatan Pugung.

® Imron, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Karaya Ilmu, 1992), h. 78

* W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa ... h. 1053

% Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum.



Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari pelaksanaan
Peraturan Daerah tentang Pengaturan Hiburan Umum menurut perspektif
Siyasah syar’iyyah adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi dari
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau
Bupati/ Walikota) sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia dan menghirdarkan dari berbagai kemudharatan.
Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih
judul ini sebagai-obyek penelitian, sebagai berikut.

1. A»lésan‘ —Objektif
.-”"I.Déﬁeﬂti»tertarik vdengaﬁ obyek penelitian= inif"‘ké,rena dalam
penelitian ini bemngan thuran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum,
ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti fenomena di
lapangan yang menunjukkan masih dijumpai pelanggaran pengaturan
hiburan umum di kalangan masyarakat Kecamatan Pugung Kabupaten

Tanggamus khususnya di Desa Banjar Agung Udik.

2. Alasan Subjektif
Peneliti bermaksud mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di
Fakultas Syariah Jurusan siyasah syar’iyyah (Hukum Tata Negara) di

Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus



terkait dengan pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum dan dalam memperoleh
sumber data penelitian ini dirasakan mudah didapat mengingat lokasi
penelitian berada di daerah tempat tinggal peneliti, harapan peneliti

semoga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Latar Belakang Masalah

Persoalan kepemimpinan (leadership) pada dekade terakhir menjadi
persoalan yang signifikan dalam hubungannya dengan kesuksesan sebuah
organisasi pada level apapun. Parameter suksesnya kepemimpinan dalam
Islam yang paling sederhana adalah sejauhmana implementasi amanah yang
melekat pada sebuah kekuasaan dapat dijalankan secaraprofesional. Dalam
kaitéqhyg —dengan hal tersebut," maka da‘l;afm tulisan ini akan 'diuraikén filosofi
dan héki’katf ‘kepemimpinén daIAam paﬁdanganf dslarm. rjké,pemimpinan
menuntut suatu tranm dari daman perubahan karakter.
Kepemimpinan sejati dimulai dari dalam dan kemudian bergerak ke luar
untuk melayani mereka yang dipimpinnya (al-lmamu Khadimul Ummabh). Di
sinilah pentingnya karakter dan integritas seorang pemimpin untuk menjadi
pemimpin sejati dan diterima oleh rakyat yang dipimpinnya. Betapa banyak
kita saksikan para pemimpin yang mengaku wakil rakyat ataupun pejabat
publik, justru tidak memiliki integritas sama sekali, karena apa yang
diucapkan dan dijanjikan ketika kampanye dalam Pemilu tidak sama dengan
yang dilakukan ketika sudah duduk nyaman di kursinya. Dengan kata lain,

antara yang senyatanya dengan yang seharusnya tidak balance.



Pemimpin yang amanah dijelaskan secara tegas dalam firman Allah:

15282 OF 0 gz 18 185 sl ) coudi i O 23t b )

P

(OAIJOe) T i S84 K (,S\u a3 4l &) Jaal

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hal ini juga didukung oleh Hadist Shahih Bukhari ke-33 yang
berbunyi:

J&L-QJ i._t_\ ;Eé—(..}uw __@SL..LC-_ :li'l"a F.L..é—"‘\&éﬁjéyia

e F - -

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda “Tanda-
tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berboheng, jika berjanjl ia
mengzngkarz dan jika diberi amanah ia berkhlanat

ﬁérﬁimpin=,,,yang arnAanat‘da‘Iam‘ éQatu negara:a’taiﬁ‘\)ﬁlayah yang
menjadi bagian SM hendalﬁmpu menciptakan suasana
masyarakat yang tertib dan aman. Seperti halnya para pemimpin di
Kabupaten Tanggamus yang telah berupaya menciptakan keamanan dan
ketertiban di masyarakat terkait dengan adanya hiburan umum yaitu dengan
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hiburan Umum.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hiburan
Umum, daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri
dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya
ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan

berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan



peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang telah
diputuskan oleh pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan perubahan yang
mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam
bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan otonomi daerah.
Pengertian otonomi secara bahasa adalah kewenangan atau kekuasaan,
sedangkan daerah adalah wilayah atau area.

Lahirnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil
oleh pemerintah untuk penyelesaian masalah-masalah publik (public issues)
yang terdapat di masyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang
bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah
kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu
kebij}qkl<ar\1‘.4DaIam proses keb’ijak_ah" publlk implementasi 'kebijékén adalah
sesuatu.-'y’éhg‘ "penting. Bahkan jéuh Iebih penting: :dérii)"aidé’ pembuatan
kebijakan. Kebijakmliputi tl‘m dibuat oleh pemerintah
untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak.

Untuk memecahkan masalah-masalah keumatan dalam kehidupan
masyarakat yang di dalam al-Qur’an atau hadits dalil-dalilnya tidak sebanyak
masalah ibadah, maka ruang lingkup ijtihad menjadi luas sekalipun demikian
agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam®.

Penyelenggaraan hiburan menimbulkan berbagai permasalahan di
dalam masyarakat. Di satu sisi terdapat anggota masyarakat Kabupaten

Tanggamus yang tidak menginginkan kehadirannya dan disisi lain ada yang

® H.A. Djazuli, Fgih Siyasah Implementasi ..., h. 265.



setuju dengan keberadaan hiburan-hiburan tersebut. Masyarakat Kabupaten
Tanggamus yang agamis dan berbudaya, pada dasarnya tidak menutupi diri
terhadap hiburan, namun tempat, jenis, waktu, dan lokasi hiburan dalam
penyelenggaraannya telah menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat
Kabupaten Tanggamus. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan tanpa suatu
peraturan yang bisa dijadikan dasar pegangan dalam menyikapi masalah
tersebut. Jenis hiburan orgen tunggal yang ada di Kabupaten Tanggamus
cukup banyak di antaranya orgen tunggal Telaga Musik, Kelasa Musik,
Appolo Entertaimen Musik, Gita Musik, Yoga Entertaimen dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengambil langkah nyata dengan
mengeluarkan-kebijakan Peraturan Daerah-Nomor 5-Tahun 2017 tentang
Pengaiurgh‘Hiburan Umum.‘H’aI‘ t_er"s"eb&bertujuan untuk me‘nj'agé,\‘ keamanan,
ketertibéﬁ daﬁ “kestabilan délam pémbanguhan serta mem’péfhéﬁkan aspirasi
yang berkembang mat Kabuﬁhggamus yang agamis dan
berbudaya.

Hingga saat ini, dalam pelaksanaannya di antara berbagai jenis
hiburan yang disebutkan, masih terdapat kelemahan pada Perda Nomor 5
tahun 2017 tentang waktu penyelenggaraan hiburan tersebut yaitu pada jenis
hiburan orgen tunggal. Adanya kelemahan tersebut akan menimbulkan
permasalahan yang terjadi di lapangan pada penyelenggaraan hiburan. Pada
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perizinan Penyelenggaraan

Hiburan di Kabupaten Tanggamus tentang pengaturan hiburan umum



dijelaskan tentang waktu beroperasinya hiburan seperti orgen tunggal hanya
boleh sampai dengan 18:00 WIB.’

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 juga menjelaskan larangan
dalam menyelenggaran hiburan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
kecuali kegiatan hiburan seni budaya baik teater atau panggung terbuka dan
tertutup, hiburan dalam penyelenggaraan hari-hari besar Nasional dan
keagamaan, dan hiburan yang diadakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tanggamus®. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, terdapat berbagai permasalahan
diantaranya, ditemukan penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh
masyarakat' diluar batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga,
ketidqi(pgtﬁhan pada pengelolé‘ ‘hi_b'u'ran’;tér__hadap Peraturan'Daeré/lh‘ Nomor 5
Tahun 2.61.7'téntang Pengatuvran Hiﬁuran Unﬂum di Kabupéterﬁ ‘T'zxi,nggamus.

Adanya ketmyang dim masyarakat yang sudah
dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa terdapat masalah pada perspektif
compliance (kepatuhan). Adanya ketidakpatuhan masyakarakat di Kabupaten
Tanggamus khususnya Kecamatan Pugung, vyaitu dengan tetap
menyelenggarakan hiburan tanpa menyesuaikan dengan waktu dan kondisi
yang tertera dalam Peraturan Daerah. Adanya ketidakpatuhan dari masyarakat
ini dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya berbagai gesekan sosial di
masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban

di masyarakat. Ancaman keamanan dan ketertiban dari adanya hiburan umum

" Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum
% Ibid



seperti orgen tunggal antara lain terjadinya keributan antara pemuda di lokasi

panggung hiburan umum tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk
mengadakan suatu penelitian dalam suatu kajian yang bersifat ilmiah dengan
judul : “Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan
Hiburan Umum” (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan
Pugung, Kabupaten Tanggamus).

Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu di.Desa Banjar Agung Udik
Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, menfokuskan pada hiburan
orgeh:.tung.gm sebagaimanasdiratu,r "dalarpf' Peraturan Daerah ‘N/orridr 5 Tahun
2017 ter.l-té;flg":Pengaturan Hiburan Urﬁum d'ikDesa Banjarngﬁ’hQ VLleik.
Rumusan Masalah ’

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan
Pugung Kabupaten Tanggamus?

2. Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa

Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?



F. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan
Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus.

G. Signifikansi Penelitian
Signifikansi atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah sebégai berikut: y

1. Secara Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan politik dari sistem ketatanegaraan,
khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik,
khususknya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan
akademisi perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka
dalam ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.



b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada
Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
H. Metode Penelitian
Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan,
dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal,
maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir
menurut aturan-aturan yang ilmiah. Metode penelitian yang peneliti gunakan
sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research)
yang dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian
lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan
dengan latar belakang dan kondiasi saat ini dari subjek yang diteliti
serta interaksinya dengan lingkungan®. Jadi, penelitian ini bertujuan
untuk mencari data dari lapangan untuk mengetahui tingkat pelaksaan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 di Kecamatan Pugung

Kabupaten Tanggamus.

° Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.



b. Sifat Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriftip analisis, yaitu suatu
metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah disusun,
dijelaskan, dan kemudian diperoleh kesimpulan.'

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek
lengkap sehingga dapat diambil kesimpulkan secara umum, atau
seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.* Adapun populasi dalam
penelitian ini adalah Aparat Desa, penegak hukum, serta masyarakat
Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus yang pernah
mengadakan hiburan orgen tunggal selama tahun 2019 yaitu 29 Kepala
Keluarga, dan yang melanggar aturan hiburan orgen sebanyak 3 Kepala

Keluarga (KK).

b. Sampel
Sampel yaitu sekumpulan atau sebagian dari populasi yang
diperoleh melalui proses sampling tertentu, sedangkan dalam
pengambilan sempel peneliti menggunakan teknik purposive sampling,
yakni penentuan sempel dengan pertimbangan khusus sehingga layak
dijadikan sempel.** Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala
Desa Banjar Agung Udik (1 Orang), Perangkat Desa (1 Orang), Tokoh

Agama (1 Orang), Anggota Kepolisan Polsek Pugung (1 orang),

10 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta; Grafik Grafika, 2011), h. 105.

1 |rwan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),
Cetakan Ke-1, h. 109

12 Juliyansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2017), h. 155



Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (1 orang), Tokoh Adat (1 Orang),
dan Karang Taruna (1 Orang), pemilik Orgen Tunggal (1 Orang) serta
Masyarakat yang melanggar aturan hiburan orgen (1 Orang). Maka
dalam hal ini sampel dari populasi ini berjumlah 9 Orang yang
dilakukan di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus.
3. Sumber Data Penelitian
Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari
responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer adalah data
umum dalam suatu penelitian, digunakan sebagai data pokok yang
\diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun
sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Aparatur Pemerintahan
yakni Kepala Desa Banjar Agung Udik, Anggota Kepolisian Polsek
Pugung, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat yang terdiri
dari Tokoh Agama, Pemuda dan masyarakat umum yang berada di
Desa Banjar Agung Udik.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang
informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Data
sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh
dari buku-buku literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Dalam hal ini diperoleh dari hasil bacaan yang



relevan dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti seperti, Al-
Qur’an dan Hadits, buku-buku, dokumen, dan artikel yang ada yang
berhubungan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting
dalam penelitian, dan tujuan penelitian yaitu mengumpulkan data.’* Atas
dasar hal tersebut, maka dalam teknik pengumpulan data diperlukan
beberapa metode antara lain:
a. Metode Pengamatan (survey)
Metode pengamatan adalah pengumpulan data dengan cara turun
langsung ke lapangan. Dengan demikian observasi dilakukan untuk
\melihat secara dekat ke permasalahan yang diteliti dan dapat melihat
secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan
Umum di Desa Banjar Agung Udik, Kabupaten Tanggamus.
b. Metode wawancara (interview)

Metode wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data
dengan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih
dengan berhadapan secara fisik.! Pelaksanaan wawancara yang
dilakukan secara dept interview, yakni: “wawancara Secara lebih

mendalam”.®®

13 Sugiono, Metodelogi Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402.

4 Surtisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psykologi UGM,
1983), h. 80.

™ Ibid, h.87



Metode ini secara langsung diajukan kepada informan mengenai
masalah yang diteliti terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum yang berada di Desa
Banjar Agung Udik, Kabupaten Tanggamus.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau
sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan
sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.'® yaitu dokumen
yang berkaitan dengan data mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum yang berada

di Desa Banjar Agung Udik, Kabupaten Tanggamus.
5. Metode Analisis Data

Analisa data yang diperoleh dilakuakan dengan menggunakan

metode analisa kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah-milahnya sehingga
dapat dijadikan satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan
apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat disampaikan

kepada orang lain."’

16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Renika
Cipta, 2014), h. 247.

7 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013), Edisi Revisi, Cetakan Ketigapuluhsatu, h. 248



Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara berfikir induktif
dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa,
menafsirkan dari fenomena di lapangan yang berakhir pada suatu
kesimpulan baru yang bersifat khusus,'® mengenai pelaksanaan pengaturan
hiburan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus di Desa

Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung.

18 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Jakarta: Gadjah Mada University
Press, 1998), h. 133
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KAJIAN TEORI

A. Siyasah Syar’iyyah
1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah

Figh siyasah menurut Muhammad Igbal merupakan bagian dari
siyasah syar ‘iyyah yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan
undang-undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip
dasar syari’ah. Namun, tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang
tertuang dalam figh siyasah diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu
pemerintahan. Perbedaan antara keduanya, dapat diungkapkan bahwa figh
siyg;lsahtiebih menjurus pada | pemi.ki__ran-pemikiran péra, @éma yang
bersifét .t'edritis,»sedangkavm siyaéah syar ;iyyah merupal%ar}’ ha3|l keputusan
politik pemegangp%’\an yanmpraktis dan aplikatif, yang
bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi rakyatnya.*®

Secara etimologi menurut Hans Wehr dalam Ahmad Sukardja dan
Mujar Ibnu Syarif bahwa siyasah syar ‘iyyah itu terdiri dari dua kata yaitu
siyasah dan syar’iyyah. Kata siyasah merupakan bentuk mashdar (gerund)
dari tashrif (derivasi) kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengatur,
mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Dalam bahasa
Arab, sinonim bagi kata ini adalah dabbara (mengatur), sedangkan

sinonimnya dalam bahasa Inggris adalah to dominate (menguasai), to

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenada Media Grop, 2014), h. 9



govern (memerintah), to rulu (memerintah), to lead (memimpin), to guide
(memandu, menuntun), to conduct (memimpin), to direct (mengatur,
memerintah), to administer (mengurus, mengelola), to manage (mengurus,
mengatur, mengelola) dan to reguler (mengatur).?

Berdasarkan analisis etimologis tersebut, siyasah syar’iyyah dapat
diartikan sebagai politics based on sharia, politik yang didasarkan pada
syariat, atau politik yang bersifat syar i atau politik yang sejalan atau tidak
bertentangan dengan syariat, atau dapat juga disebut sebagai politik yang
Islami.

Agar dapat diperoleh pemahaman yang cukup mendalam mengenai
makna siyasah menurut analisis terminologis, ada-baiknya jika terlebih
dél\;ulgdipaparkan defini‘si” Siyasah'dé]am arti yang maéih',sénféat umum
yang.-Be.IUhT»dikaitkan déngan Aberbagair atributtaimg 'sefp")éft{i, syar’iyyah,
wadh 'iyyah, adiHah,zmm, dan my& Dalam kepustakaan
politik banyak definisi siyasah yang telah dikemukakan oleh para yuris
Muslim. Sebagai acuan teoritis berikut ini disajikan empat buah definisi
siyasah yang diformulasikan oleh empat orang ulama yang berbeda.
Keempat buah definisi siyasah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ibn Manzhur yang dimaksud dengan siyasah adalah mengatur

sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

20 Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan
Kanun (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 93-94



b. Menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan siyasah itu
adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.

C. Menurut ‘Abd al-Rahman Taj, yang dimaksud dengan siyasah itu
adalah hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang mengatur
berbagai urusan umat/masyarakat dalam bidang pemerintahan,
peradilan, dan dalam seluruh (jajaran) institusi eksekutif dan
administrasi, serta hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain.

d. Menurut Husayn Fawzi al-Najjar, siyasah berarti pengaturan
kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan
kebijakan-(yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi

“.v,:méréka?l 5

.-”".Séc‘arawredaksionél keerﬁpat defirnisi yang-telah ai‘rru“r,nuskan oleh
empat orang yurm atas, taMberbeda antara satu dengan
yang lainnya. Perbedaan semacam ini timbul karena adanya perbedaan
latar belakang dan sudut pandang yang mereka pergunakan. Namun
demikian esensi yang dikehendaki oleh keempat definisi tersebut pada
prinsipnya sama yaitu sama-sama menyatakan bahwa siyasah merupakan
sebuah cara yang biasa digunakan untuk konsep pengaturan tata kehidupan
umat manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara yang diorientasikan

untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

L 1bid, h. 95-96



Seperti halnya pengertian siyasah secara umum, mengenai definisi
siyasah syar’iyyah pun secara redaksional terjadi keragaman. Definisi
yang dirumuskan oleh ulama yang satu berbeda dengan definisi yang
diformulasikan oleh ulama yang lainnya. Timbulnya perbedaan semacam
ini juga antara lain disebabkan oleh karena latar belakang dan sudut
pandang yang digunakan oleh ulama yang satu relatif berbeda dengan
yang lainnya. Berikut ini definisi siyasah syar iyyah yang dirumuskan oleh
lima ulama yang berbeda, sebagai berikut:

a. Menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan siyasah
syar’iyyah adalah pengaturan urusan-urusan.umum negara Islam yang
menjamin.. terealisasinya  kemaslahatan dan®  terhindarkannya

| .,:ke:m4Udaratan mengenai”h‘al-hal Ayghg tidak melanggaf batésfhbatas dan
p.r-i"héi'plprinsip syariaf yang bersifat Qmum, kendatir}ua kUkusan aturan
tersebut berbmmndapatmfahid.

b. Menurut ‘Abd al-Rahman Taj yang dimaksud dengan siyasah
syar’iyyah Yyaitu nama bagi hukum-hukum yang mengatur alat
kelengkapan negara dan urusan-urusan umat yang sejalan dengan jiwa
dan prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal guna merealisasikan
tujuan-tujuan sosial kemasyarakatan, kendatipun hal tersebut tidak
diatur dalam nas-nas Alquran ataupun Sunah yang bersifat rinci dan
partikular.

c. Menurut Abu al-Wafa ibn ‘Aqil, bahwa Siyasah syar’iyyah berarti

suatu kebijakan yang dapat membawa rakyat lebih dekat kepada



kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan, kendatipun Rasulullah
tidak pernah menetapkannya dan juga tidak pernah diturunkan wahyu
untuk mengaturnya.

d. Menurut para fugaha’, bahwa siyasah syar’iyyah berarti otoritas
pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan,
melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak
ada dalil tertentu (yang mengaturnya).

e. Selanjutnya, menurut para ulama selain fugaha’, siyasah syar’iyyah
berarti pengaturan kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan
syariat.??

Berdasarkan kelima definisi siyasah syar iyyah tersebut di atas
dé,p\at; ditarik kesimpulan” pafiwagfara pemegang ta‘m/pu:fkekuasaan
(pem.é"r*\i:ntéhium amri), dAi sampihg bur&a kompetensi ’u'ﬁ;[u‘k',menerapkan
hukum-hukum Mmemilikmntuk membuat berbagai
peraturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur secara
eksplisit dan rinci dalam syariat.

. Obyek Studi dan Pembidangan Siyasah Syar’iyyah

Obyek studi siyasah syar’iyyah menurut ‘Abd al-Rahman Taj
adalah seluruh perbuatan mukallaf (subyek hukum) dan hal ihwal yang
berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai
dengan jiwa dan tujuan syariat, kendatipun hal yang diatur itu tidak pernah

disinggung dalam Alquran maupun Sunah. Dengan kata lain, obyek studi

22 |bid, h. 97-99



siyasah syar’iyyah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai
subyek hukum vyang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat
universal. Senada dengan pendapat di atas, ‘Abd al-Wahhab Khallaf
menyatakan bahwa obyek studi siyasah syar’iyyah adalah berbagai
peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara,
sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan
umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan
hidupnya.?®

Mengenai pembidangan  siyasah- syar’iyyah-di kalangan pakar
Slji_\c\l.Sdﬁ .S'yar ‘iyvah terjadi perbedaar I»If)'e_lndapat. Menurut \‘A/bdi ;al-Wah hab
Khal.léf;? “Sda—tiga bidaAng kajién ‘si)'/>asah syar-:’iyy&hf,j“%itu siyasah
dusturiyyah, siymn dan Mijiyyah. Berbeda dengan
‘Abd al-Wahhab Khallaf, maka ‘Abd al-Rahman Taj mengklasifikasikan
bidang kajian siyasah syar’iyyah menjadi tujuh macam, yakni siyasah
dusturiyyah, siyasah tasyri’iyyah, siyasah qadha’iyyah, siyasah maliyyah,
siyasah idariyyah, siyasah tanfidziyyah, dan siyasah kharijiyyah.?*

Siyasah dusturiyyah adalah bidang siyasah syar’iyyah yang
membahas konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang isinya
antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan

hak serta kewajiban warga negara. Siyasah tasyri’iyyah membahas proses

2 pid, h. 115
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penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai
instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan
masyarakat. Siyasah gadha iyyah secara spesifik membahas peradilan atas
pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat
dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. Siyasah maliyyah membahas
sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian
harta kekayaan negara. Siyasah idariyyah membahas soal administrasi
negara, siyasah tanfidziyyah membahas tata kerja pemerintahan oleh
lembaga eksekutif, sedangkan siyasah kharijiyyah membahas tata
hubungan internasional atau politik luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di- atas dapat diketahui bahwa
pé{;eg\akan hukum terhadab"Per'a'turai;nf"~Daerah pada daseirnya:‘nlwerupakan
bentuk’.pémujudan dafi siyésah qhéda "Iyyahe yaitu/""i'r;,gin melihat
pelaksanaan daripmdaerah mifannya dengan pengaturan
hiburan umum.

B. Hiburan dalam Perspektif Islam
1. Pengertian Hiburan

Hiburan berarti sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati
(melupakan kesedihan dan sebagainya): taman hiburan rakyat. Hiburan
adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat benda,
perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau
sedih. Pada umumnya, hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama

ataupun berupa permainan bahkan olahraga.



Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan
atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan atau
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk
penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk
umum.®

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa di antara hiburan yang dapat
menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakkan telinga ialah
nyanyian. Hal ini di bolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan
omong kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah pada perbuatan
dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak
membangkitkan nafsu, bahkan disunahkan dalam situasi gembira, guna
m}ejah\i‘rk‘an perasaan riang" ‘dan"mer‘jghjbur hati, seperti’ p,adz‘;f‘hari raya,
perkéWi.naﬁ,‘»kedatanganv orané yang Vsudah lamar ﬁdék/dating, saat
walimah, akiqamlahimyamyi. Adapun hadis hadis-
hadis Nabi yang melarang nyanyian semua ada cacatnya, tidak ada satupun
yang selamat dari celaan oleh kalangan ahli hadis seperti kata al-Qadhi
Abubakar bin al-Arabi. “tidak ada satu pun hadis yang sah yang
berhubungan dengan diharamkannya nyanyian.” %

Berkata pula Ibnu Hazm, “semua hadis yang menerangkan tentang
haramya nyanyian adalah bati dan palsu”. Sebagian mereka ada yang

mengatakan bahwa sesungguhnya nyanyian itu termasuk lahwul hadis

%% peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum.
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(omongan yang dapat melalaikan) sebagaimana dimaksud dalam firman

Allah SWT:

a
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Q\
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U=~\>w/' 555

(Vo 1) ot olds D GEEANRET
Terjemahnya: Diantara manusia ada yang membeli omongan yang dapat
melalaikan untuk menyesatkan (orang) dari jalan Allah tanpa disadari
dan dijadikannya sebagai permainan. Mereka itu kelak akan mendapat
siksaan yang hina. (Lugman:6)

Kata lahw adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan
tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat di atas walau
menggunakan kata lahwa al-hadits/ucapan yang melengahkan, tetapl para
ulama tidak membatasmya pada ucapan atau bacaah® saja Mereka
memasukkan segala akt|V|tas yang melengahkan, Menurut aI -Biga“i, ia
adalah segala yaman berm yang dilakukan dari saat
ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa.
Seperti nyanyian, lelucon dan lain-lain.?’

Al-Qurthubi menjadikan ayat ini sebagai satu dari tiga ayat yang
dijadikan dasar oleh ulama memakruhkan dan melarang nyanyian. Ulama
ini menyebut nama-nama Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas ra, tiga

orang sahabat Nabi SAW., serta sekian banyak ulama lain yang

memahami kata lahwu al-hadits dalam arti nyanyian.

2" M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur"an)
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 114



Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa
sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Musik telah lama
dikenal manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan,
seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi.
Memang, kebanyakan ulama abad Il dan Il Hijrah, khususnya yang
berkecimpung di bidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi*i
misalnya menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan nard (alat
musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahkan tertolak kesaksian
seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang
mendengar nyanyiannya.?

Menurut al-Ghazali, adanya izin ini menujukkan bolehnya
m}e\hya‘nyi. Adapun Iarangéh‘*yarigxé}da_, maka harus diﬁhat kénteksnya.
Ularhélﬁl'&hTa =yang melérang rﬁusik, rﬁenama'L musik fs';ébzxi’gai alat al-
malahi (alat-alatymmkan dmn/sesuatu yang penting).
Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika
musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ketika itu dianjurkan.
Lagu-lagu Barat, siapa pun penyanyinya, pria atau wanita, (karena suara
wanita bukan aurat/tidak haram didengar), muslim atau bukan jika
mendorong kearah kebaikan, demikian itu halnya. Sebaliknya, lagu-lagu
berbahasa Arab sekalipun atau yang berirama Qasidah, dapat saja menjadi
haram apabila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang

rangsangan kemungkaran.
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Sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram
dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit,
kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah serta
lalai melaksanakan shalat. Kebanyakan ulama menafsirkan kata lahwal
hadist (ucapan yang tidak berguna). Abdulah bin Mas’ud r.a bersumpah
bahwa yang dimaksud dengan kata lahwatul hadist adalah nyanyian atau
lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta
gendang. Maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama
bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya
adalah haram, maka wajib untuk dijauhi.”

Oleh karena alat musik itu pada dasarnya-dibuat bukan untuk
méi<siat4‘bahkan dapat pulé‘dijddikanf"sebagai alat pengiri'ng:‘rﬁusik atau
nyan.y'i"a.n'S/ang»bernafaskan Isiam, sepérti Iaguslagu'*yzé’ih'(;j',bertemakan
dakwah dan Iam dapatMn semangat perjuangan
membela agama dan tanah air. Para ulama, termasuk Imam al-Ghazali
dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tidak mengharamkan segala jenis musik
dan lagu. Dengan kata lain, tidak semua alat musik atau lagu itu halal, tapi
juga tidak semuanya haram.*

Termasuk ke dalam kategori yang diharamkan misalnya musik
yang dipergunakan untuk mengiringi para penari terutama wanita yang
membuka auratnya dalam melakukan gerakan-gerakannya yang erotis,

terutama bagi kalangan remaja. Atau juga lagu-lagu yang dibawakan

2% yysuf Qardhawi, Halal dan Haram ... h. 417
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wanita yang membuka auratnya yang diharamkan Islam untuk ditampilkan
kepada selain muhrimnya serta lirik lagu yang membangkitkan nafsu
birahi yang pada gilirannya mengantarkan para remaja pada perzinahan
yang sangat dimurkai Allah SWT.*

Adapun pernikahan, maka disyariatkan di dalamnya untuk
membunyikan alat musik rebana disertai nyanyian yang biasa dinyanyikan
untuk mengumumkan suatu pernikahan, yang di dalamnya tidak ada
seruan maupun pujian untuk sesuatu yang diharamkan, yang
dikumandangkan pada malam hari khusus bagi kaum wanita guna
mengumumkan _pernikahan mereka agar dapat dibedakan dengan
perbuatan zina. Sedangkan genderang, dilarang membunyikannya dalam
séb\uahbernikahan, cukup Rany4 den’gén memukul reband saja.:‘

: Darhbék'HibUfan ' | V o

Umumnmerupakamburan bagi masyarakat.
Musik dilihat sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas
harian. Di dalam masyarakat yang terns berkembang, nilai senantiasa akan
ikut berubah. Pergeseran nilai dalam pertunjukan musik electone (orgen)
yang sering memperlihatkan artis-artis berpakaian terbuka atau minim,
sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat longgar.
Kaum remaja yang dulunya berpakaian “normal” ikut-ikutan berpakaian

buka-bukaan dan terkesan hal itu merupakan hal yang biasa di masyarakat.
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Pentingnya nilai-nilai perubahan di dalam masyarakat merupakan
suatu faktor dasar yang dianut oleh sebagian terbesar masyarakat. Ada
kalanya pengaruh nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlalu
disadari. Aspek perilaku sosial menunjukkan adanya suatu gejala yang
tetap ada pada kehidupan sosial, walaupun ada perubahan tertentu seperti
perubahan nilai-nilai yang mana norma-norma tersebut sangat besar
pengaruhnya, ketika harapan-harapan sering sekali tidak disertai dengan
kenyataan sehingga menyebabkan keresahan dalam masyarakat itu sendiri
sebagai bentuk patologi sosial. *>

Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain
dilandasi oleh. norma-norma hukum yang mengikat-secara hukum, juga
di>l,§:\1ndaéi\ oleh norma-norrﬁav;,péfgaqlém yaitu norma—ndrma:‘kesopanan.
Norrﬁé’-hor‘maw kesopanah berpijak padé tujuan »menj'ag/z;lﬁrktt,aseimbangan
dalam pergaulanMermasym atau tidak patutnya suatu
tingkah laku yang menyangkut kepentingan nilai-nilai atau norma-norma
tidaklah semata-mata bersifat individual, tetapi lebih kearah yang sifatnya
universal karena mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan
masyarakat bahkan suatu bangsa.

Menyanyi dalam sebuah pertunjukan musik elekton itu adalah hal
yang wajar saja karena sifatnya menghibur, dan bagi seniman dan
khalayak menyanyi dalam sebuah pementasan musik adalah sesuatu yang

sangat bernilai. Tetapi bernyanyi sambil menampilkan tari buka-bukaan
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atau goyangan erotis, mungkin saja ada sebagian kelompok mayoritas
yang merasa terganggu atau menolak. Tetapi bila dilakukan hanya dengan
bernyanyi saja untuk menghibur penonton, tindakan itu akan bernilai.

Setiap masyarakat mempunyai seperangkat nilai dan norma sosial.
Seluruh nilai dan norma itu dianggap sebagai kekayaan dan kebanggaan
masyarakat yang memilikinya. Nilai dan norma tersebut dijunjung tinggi
dan diakui sebagai kultur (budaya) dan sebagai bukti bahwa masyarakat
tersebut beradab. Lembaga manapun menekankan agar nilai-nilai spiritual,
moral ditaati dan diindahkan oleh segenap anggota yang bersangkutan.

Masalah-masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam
diri manusia-atau kelompok sosial yang pada umumnya bersumber pada
félgior;féktor ekonomis, Biologis, Ap;sfi‘k_ologis, dan kebUd'ayéaﬁ. Dalam
kehid-lj"pla'nf masyarakat benyimbangan-benyimpangan '*téfhéaap norma--
norma tersebutmgejala Myang merupakan masalah
sosial.

Pertunjukan musik seperti ini dapat diartikan sebagai suatu
pekerjaan yang bersifat abnormal untuk melakukan perbuatan-perbuatan
seksual dengan mendapat upah. Ada nilai-nilai dan tindakan yang
sebenarnya tidak disukai masyarakat, tetapi tetap diterima atau bahkan
dipaksakan untuk berlaku.

Ketimpangan yang menurut keyakinan masyarakat sulit diatasi
karena walaupun masyarakat tidak menyukainya, tetapi masyarakat tidak

berdaya untuk mengatasinya. Pada dasarnya, masalah sosial yang



menyangkut nilai-nilai sosial dan moral tersebut merupakan persoalan,
karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan
hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan
mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Berbicara soal biduan sexy, mau tidak mau kita harus berbicara
tentang etika sebagaimana pengertian dari etika sendiri yakni ilmu tentang
baik atau buruk perilaku. Namun, mau tidak mau kita harus melihat
kebudayaan dari sisi etika. Jangan sampai kebudayaan yang ada membawa
kita ke arah dehumanisasi atau dengan kata lain terus menerus terlena oleh
kesadaran palsu. Sejatinya budaya bagian dari ideologi yang punya unsur
pd[}tisnYa tersendiri dan befhuburigan;« é‘r__at oleh kuasa.

C. Peraturan Derah__ ' | | e
1. Pengertian Permm ’

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk
menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di
tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus
memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum
dan mengikat.*

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah

perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis dalam Djoko Prakoso

%% Irwan Sujito, Teknik Membuat Peraturan Daerah (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 1



memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-
undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata
lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan
atau penetapan ahirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.*

K. Wantjik Saleh dalam Djoko Prakoso memberikan pengertian
yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah
“Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut
“Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis
yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat
dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan
pemerintah-pemerintah - penggati undang-undang, -peraturan pemerintah,
pé_rietgpén presiden, peratl‘jr‘an_ proﬁ'péi, peraturan kotama/dyé;,f dan lain-

lain ® — | : ) e
2. Materi dalam Pmerah ’

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang
terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan
teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan.®*® Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa

materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

% Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1995), h. 43

% Ibid. h. 43-44

% https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia), diakses pada Tanggal 6
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otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus
daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkkan
menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana
(jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan)
dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur
adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah
dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman
piQana—baling lama 6 bulah “ku'rUng‘aﬁg_penjara dan denda,maksimal Rp.
50.000.000:00-— e
. Asas-asas Pembent%faturanﬁ

Menurut Ida Zuraida bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan
yang baik harus meliputi asas berikut:

a. Kejelasan Tujuan
Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan
yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Yang dimaksud dengan asas ‘“kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundang-
undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal

demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan



Yang dimaksud asas ‘“kesesuaian antara jenis dan materi
muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan
jenis peraturan perundang-undangan.

Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa
setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus
memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”
adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang
benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.

Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap
peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta
bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Keterbukaan

. Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses

pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,

perSIapan penyusunan dan” pembahasan ber5|fat transparan dan
terbukaste. et

Selanjutnya, Pasal GBndang-U!dang Nomor 12 Tahun 2011 diatur

mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan

yaitu sebagai berikut :

a.

Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap
materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap
muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia
yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Asas Kemanusiaan
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Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap
materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi.

. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan ‘“asas kekeluargaan” adalah bahwa
setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan ‘“asas kenusantaraan” adalah bahwa
setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian
dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah
bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya
khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap
materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan'secara propor5|onal
Ipbagi setiap warga negara tanpa kecuali.
L Asas*Kesamaan dalam/Hukuii dan Pemerintahan
\ . Yangdimaksud dengan” “asds kesamaan dalafin ‘hukum dan
pemetifitahan” adalah bahwa setiap materi muatafi' Perda tidak boleh
berisi hal-haWat membe rdasarkan latar belakang,
antara lain agama, s as, golo%atau status sosial.
Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”
dalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian
hukum.

Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan ‘“asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan
negara.

. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan
peraturan perundang-undangan mengatur bahwa selain asas yang
disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), pearturan perundang-undangan
tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan
perundang-undangan yang bersangskutan. Yang dimaksud dengan



“asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan”.38

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas-
asas baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun
materi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai mana telah
dijelaskan di atas, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap orang yang
terlibat dalam pembuatan perundang-undangan.

Peranan Peraturan Daerah

Menurut Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso dalam | Gusti Ayu
KRH, bahwa ada empat peranan peraturan daerah dalam penyelesaian
pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:
a.f‘v”Peraturan Daerah menentukan Aa;ah pembangunan danvpérﬁr“lerintahan

daerah,,

Sebagm publiWi daerah, Perda harus

menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk di
dalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program
pembangunan daerah. Contoh kongkritnya adalah Perda tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Stratejik
Daerah (Renstrada).

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 serta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

% Ibid, h. 10-13



(KKN), maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara
yang baik (good governance). Dalam penerapan asas tersebut untuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka asas-asas tersebut juga
merupakan acuan dalam penyusunan Perda sebagai peraturan
pelaksanaannya di daerah.
. Peraturan Daerah sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah
Agar Perda tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat dioperasionalisasikan, diperlukan ketentuan
atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Segala
bentuk ~kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
,_\\_pe\rn.erintahan dan _pémban'gungh,_‘ harus mengac“u/, pada Perda
sé-bé:luﬁmyafaiau peréturan‘ p—)e‘run‘da'n»gan yangﬂlebiﬁt}jrl‘géi (Jika Perda
belum mengaturn% ’
Beberapa kebijakan publik yang harus mengacu kepada
Peraturan Daerah antara lain berupa:
1) Kebijakan publik tentang manajerial pelaksanaan program.
2) Kebijakan publik tentang pengalokasian dan pemberdayaan sumber
daya manusia.
3) Kebijakan pelaksanaan keuangan dan anggaran.
4) Kebijakan tentang pelaksanaan sistem dan prosedur.
5) Kebijakan tentang teknik penyelesaian pekerjaan/program.

6) Kebijakan pembentukan struktur organsiasi.



Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus
menjadi acuan bagi seluruh kebijakan publik lainnya, baik berupa
peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah maupun kebijakan
teknis yang dibuat oleh para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Perda juga menjadi acuan daerah dalam menyusun program
pembangunan daerah.

Peraturan Daerah sebagai kontrak sosial di daerah

Kontrak sosial merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik
dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stake holders).
Kontak sosial dimulai dari masa kampanye baik untuk pemilihan
umum anggota legislatif maupun pemilihan .umum kepala daerah
b.v,:(P\i‘Ik‘ada). 5

“Figa—hal perWujudaﬁ Perdar sebagai- konfraizl’{/;osial antara
masyarakat denmmnggaramm yaitu:

1) Kontrak sosial yang sudah konkrit seperti Perda tentang penerapan
strategi pembangunan daerah untuk kurun waktu dua puluh
tahunan (RPJPD) dan untuk kurun waktu lima tahunan (RPJMD).

2) Kontrak yang mengatur hal-hal yang lebih mendesak dan lebih
tegas seperti kontrak sosial terjadi ketika Perda disusun melalui
mekanisme yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

3) Kontrak sosial yang mengatur hal-hal yang masih belum tegas dan
dapat berubah, terjadi ketika masyarakat mempercayakan kepada

seseorang untuk duduk sebagai penyelenggara pemerintah di



daerah dengan cara memberikan suaranya berdasarkan program
yang ditawarkannya.
d. Peraturan Daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah
dan susunan organisasi perangkat daerah
Besar kecilnya organisasi pemerintah daerah sangat ditentukan
oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan
publik. Agar dana pada APBD sebagian besar dapat digunakan untuk
kepentingan publik maka diperlukan struktur organsiasi pemerintahan
yang ramping dan efektif, yaitu struktur yang disusun dengan
mengikuti fungsinya dan bukan sebaliknya (prinsip structure follow
function)... Pemerintahan daerah akan efektif —jika pembentukan
t ‘_:pe:rahgkat daerah dan sUSunafi orgdn__isasi perangkat daerahibénar-benar
sé-é‘u.a'i “dengan kondisi daﬁ kebutuﬁan masyarakatr"da“érah. Upaya
memperbesaMperlebaMorganisasi yang tidak
didasarkan pada fungsi akan menimbulkan inefisiensi anggaran. Untuk
menentukan struktur pemerintahan daerah yang efektif dan memberi
kepastian hukum, diperlukan Perda tentang Pembentukan Perangkat
Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).*

D. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan
Umum

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

% | Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Teori dan Praktek Legal Drafting Peraturan
Daerah (Solo: CakraBooks, 2014), h. 47-50



pemanfaatan ruang, sumber daya alam untuk melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian alam, budaya dan lingkungan, dengan tujuan untuk
mengatur penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten Tanggamus.
Ruang lingkup pengaturan hiburan umum dalam Pasal 3 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum meliputi:

Karaoke
Bilyard
Hiburan keliling
Taman rekreasi
Pemandian alam
Gelanggang renang
Kolam pemancingan
Pusat pasar seni
Dunia fantasi
Teater atau panggung terbuka/tertutup
Taman satwa
Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air
. Gelanggang permainan dan ketangkasan
Panti Pijat V4
Usaha kafe™se e
Usaha sarana dan fasilitas olah.raga
Balai pertemuanﬁ ’
Rental video, D, dan LD
Vedio game/play station
Group band/orgen tunggal
Barber shop
Salon kecantikan/SPA, dan
w. Pusat kesehatan/fitness*

SCTYTOQTOS3ITRATTSQ OO0 T

Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum mengatur tentang hak yang berbunyi setiap orang atau badan

berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan.*

*0 peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum, h. 6-7
“Ulbid, h. 7



Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum mengatur tentang kewajiban, bahwa:

(1) Penyelenggara usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, sebelum melakukan kegiatan usahanya wajib mengajukan
pemberitahuan, pendaftaran dan perizinan kepada Bupati.

(2) Bupati dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat
melimpahkan atau mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD
terkait.*

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum mengatur bahwa setiap orang atau badan dalam
menyelenggarakan usaha tempat hiburan dilarang:

Mempekerjakan pegawai di bawah umur.

Melakukan kegiatan di. luar izin yang diberikan.

Menerima pengunjung yang berseragam sekolah.

Menerima pengunjung yang tidak berpakaian sopan.

Sebagat tempat asusila, transaksiSeks Komersial dan narkoba

Melanggar keamanan, ketentraman 'dan Ketertiban: p
Menyelenggarakan hiburan selama bulan-suci ramadd@n dan hari besar

keagamaan.
Menyediakan mmmol, d’

i. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.®

@+rooo0 o

2

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum mengatur bahwa:

(1) Batas waktu pengaturan penyelenggaraan atas beroperasinya hiburan
umum sebagaimana dimaksud Pasal 3, antara lain:
a. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf d, e, f, i, k, | dan t harus
menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 18:00 WIB.
b. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf s, v, dan u harus
menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 21:00 WIB.
c. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf n, r dan w harus
menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 22:00 WIB.
d. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf a, h, m dan p harus
menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 23:00 WIB.

2 |bid, h. 7
3 Ibid, h. 7



e. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf b, g, j, 0o dan q harus

menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 24:00 WIB.
(2) Waktu pengaturan hiburan umum sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat

dikecualikan dalam hal sebagai berikut:

a. Kegiatan atau penyelenggaraan seni budaya baik pada teater atau
panggung terbuka dan tertutup

b. Kegiatan atau penyelenggaraan pada hari-hari besar nasional dan
keagamaan

c. Kegiatan atau penyelenggaraan yang diadakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum mengatur:

(1) Usaha hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara
Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara
Indonesia. dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan
Terbatas (PT).*°

! Pé§al_9 Peraturan Dderah Nomot 5 Tahun 2017 tentahg’i:’engaturan

Hiburan Umum mewg Perizwerbunyi persyaratan dan

tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati*®.

Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum berisi tentang peran serta masyarakat yang berbunyi:

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelarangan
usaha hiburan.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan
cara melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban dan/atau penegakan
Peraturan Daerah.*’




Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum berisi tentang pengawasan yang berbunyi bahwa Bupaten
Tanggamus menunjuk pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk
melakukan pengawasan, pengendalian serta pembinaan terhadap peraturan
daerah ini.*®

Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum berisikan tentang penertiban dan penutupan, yang isinya
yaitu:

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman,
ketertiban dan/atau penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang untuk
melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengendalian
pelarangan usaha hiburan umum.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelarangan-usaha hiburan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah ffang'membidangi ketentraman, ketertiban
dah/atau penegakan perattran daerah berivenang. untuk menlttp usaha.

(3) Penutupan™sebagaimana dimaksud pada—ayat—2)*dilakukan melalui
tahapan peringat uran.

(4) Apabila peringatan ata uran se mana dimaksud pada ayat (3)
tidak diindahkan, dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

(5) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tindakan penertiban diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.*

Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum berisi tentang penyidikan, bahwa:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk
melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

8 Ibid, h. 8
9 Ibid, h. 9



(3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan tau
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;

Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

Menghentikan seseorang dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak-pidana;

.Memanggil orang untuk dldengar keterangannya dan dlperlksa sebagai
\_tersangka atau saksi; B A :
Menghentikan penyidikan; dan

Melaktikan-tindakan lain yang perlu—untuk- kelancaran penyidikan

tindak pldanw:m ketentiwran perundang-undangan
yang berlaku.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.>®

Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum berisi tentang sanksi administrasi yaitu:

(1) Barangsiapa orang pribadi atau badan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi
administrasi berupa:

a.
b.
C.

Peringatan tertulis;
Pembekuan izin usaha sementara, dan
Pencabutan izin.

% Ibid, h. 9-10



(2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.™
Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum berisi tentang ketentuan pidana, bahwa:

(1) Orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Perda ini dapat
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Badan Hukum maka ancaman pidananya dikenakan kepada
pengurus/pimpinan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Hadirnya peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar
hukum bagi pemberian izin usaha, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat
yang berlaku, peningkatan mutu dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan
atas ke;gigtan hiburan umum dengan memelihara serta menjaga kelestarian
Iingkungan_ﬁidup dan tata ruaﬁé“seirh"iﬁdrg';*"sewajarnya badarkli u’sahé dan/atau
peroranga.ﬁ yf;n_g ﬁrﬁe’nzelenggarakan usahahiburan umum VYang permanen
diwajibkan memiliki izin usaha.

E. Tinjauan Pustaka

Upaya untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan
berkorelasi, maka penelitian ini mencoba mengambil beberapa penelitian awal
sebagai bahan rujukan yang bahasan penelitiannya memiliki relevansi yang sama
dengan penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk
kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. Berikut ini disajikan beberapa

bahan rujukan penelitian tersebut.

5 1bid, h. 10
%2 |bid, h. 10



Penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani (1440H/2019M) dengan
judul Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandar
Lampung No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk mengetahui
pandangan figh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 05 Tahun
2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil penelitian menyimpulkan tempat pembuangan akhir belum
menggunakan sanitary landfill tetapi masih menggunakan open dumping atau
pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan  pada satu lokasi
dibiarkaﬁ.v,\t\erbu4ka tanpa pengamahanv;dah tir}da_kan setelah lokas tersébut penuh,
pembuangah -éa.rhﬁah sepertiini éangat tidak maksimal. Pada:a\ivaijhya,pengelolaan
sampah di TPA pada aMgunakanMary landfill namun pada
kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan
lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan
jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu sistem
open dumping yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu
belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan
dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah
melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan figh
siyasah pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan

Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.



Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani yaitu
sama-sama meneliti pelaksanaan Peraturan Daerah ditinjau dari figh siyasah,
sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan tema dari
Peraturan Daerah. Penelitian Gita Fitriyani meninjau pelaksanaan pengelolaan
sampah, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hiburan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Tamsil (1438H/2017M) dengan judul
Analisis Siyasah syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati
Agung, Kabupaten Lampung Selatan).

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan
Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya fokus pada
pembang‘u\r}arﬂ desa dan dampaknya’hagi masyarakat desa. Selain‘:itu pénelitian ini
juga bertujdéhﬁrituk—: melihat bagaiména tinjauan—dari—sisi &i);és&h syar’iyyah
terhadap Undang-Undangmr ahun ZMQDesa.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ini belum sepenuhnya berjalan di Desa Karang Sari dan juga
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini tidak bertentangan
dengan siyasah syar’iyyah dikarenakan meskipun Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya berjalan dan belum menjadi aturan
utama oleh aparat desa, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ini sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin
haruslah mempunyai prinsip persamaan hak antar individu rakyat, prinsip

musyawarah, prinsip pengawasan atas para aparat, prinsip kejujuran, prinsip taat



kepada hukum atau pemerintah, serta prinsip menyampaikan amanah kepada yang
berhak dan berlaku adil.

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Tiara
Tamsil yaitu sama-sama mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dengan
siyasah syar’iyyah. Selanjutnya, perbedaannya terletak pada tempat dan obyek
penelitian, serta waktu pelaksanaan penelitian. Selain itu, fokus penelitian juga
berbeda, penelitian Tiara Tamsil lebih memfokuskan pada pembangunan desa dan
dampaknya bagi masyarakat desa, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada

hiburan umum.



BAB Il

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

C. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Banjar Agung Udik
Desa Banjar Agung Udik terletak di wilayah Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 bulan Desember, tentang Otonomi Daerah, istilah “Desa” berubah
menjadi “Desa”, sehingga Desa Banjar Agung Udik berubah nama
menjadi Desa Banjar Agung Udik.>® Pada saat ini, Desa Banjar Agung
Udlk mem|I|k| 2 (dua) Dusun dan 10 Rukun Tetangga (RT) yaknl Dusun

1yang terdlrl dari RT .1, 2, 3 4 5 6 179 Ydan 10, serta Dusun Ilyang terdiri

dari RT. 8 dan RT

Secara administratif dan geografis, wilayah Desa Banjar Agung
Udik, berbatasan dengan Desa lain, yakni:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangkit Serdang.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pungkut.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Heran.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjar Agung Ilir.>

%% Agung Sigit Suwarsono, Kepala Desa Banjar Agung Udik, Interview, pada tanggal 1
Oktober 2019

> Profil Desa Banjar Agung Udik Tahun 2017, Dokumentasi, dicatat pada tanggal 1
Oktober 2019

> Ibid



2. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Banjar Agung Udik
Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada
gambar di bawabh ini.

Gambar 1

Struktur Organisasi Desa Banjar Agung Udik

Kepala Desa
Sekretaris
[
unsur | |
Kewilayahan Umum Keuangan
Urusan Ekonomi Urusan Kesejahteran Urusan
dan Pembangunan Rakyat dan Sosial Pemerintahan

Sumber: F;ro»fiui Qﬂhr Agungw}n—ent;si, dicatat pada 1
Oktober 20
Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam
struktur organisasi pemerintah Desa Banjar Agung Udik dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Kepala Desa
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan,  pembangunan, dan  kemasyarakatan.  Dalam
melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.



Mengajukan rancangan peraturan Desa.

Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD.

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai
APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Membina kehidupan masyarakat Desa.

Membina perekonomian Desa.

Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk- kuasa._hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. dan

i, “Melaksanakan weWwenafhge™lain sesuai < defigan = peraturan

‘x‘béﬂmd&pg- undangan. e

2. Unsur Sekrem ’

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada

dibawah Kepala Desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang

Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa

dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi. Sekretaris

Desa, mempunyai tugas:

a.

Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
unsur teknis dan wilayah.
Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi

pemerintah Desa dan kemasyarakatan.



-

Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga
Desa, surat menyurat dan kearsipan.
Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program
untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.
Menyusun laporan pemerintah Desa.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2
(dua) orang staf yaitu:
1) Staf Umum

Staf Umum, mempunyai tugas:

a)--Membantu Sekretaris Desa dalam..urusan umum, baik

pelayanan Kepaddiinasyarakat Maupun rumah tangga Desa..

-\""’n’-'i‘b)»::Melaksanakan pengadaan dan pengeio[a};h“perlengkapan,

inventarlhang bermergerak, surat menyurat

dan kearsipan.
c) Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan
umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala
Desa.
2) Staf Keuangan
Staf Keuangan, mempunyai tugas:

a) Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan.



b) Mengadakan pembukuan keuangan Desa, menerima dan
mengeluarkan kas disertai dengan bukti-bukti/kwitansi
yang disetujui oleh Kepala Desa.

c) Melaporkan keadaan kas Desa kepada Kuwu melalui
Sekretaris Desa.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala

Desa.

3. Unsur Teknis

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab

kepada Kepala Desa. Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala

Urusan (KAUR). Unsur Teknis terdiri-dari:

=

@ “Urusan Ekonomi daf Rerfiban@linan.

“=rusan Ekonomi dan Pembangunan;—»:ﬂal’a:r'ﬁ"melaksanakan

tugasnyamfungsi: ’

1)

2)

3)

4)

Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan
pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian,
pekerjaan umum, irigasi dan jalan.

Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang
ekonomi pembangunan.

Menyusun dan  membuat laporan bidang ekonomi
pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.



-

' ¢. Urusan Pemerintah@hy, I 4

b. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.

Urusan  Kesejahteraan Rakyat dan  Sosial, dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan
pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial,
keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.

2) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang
kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.

3) Meyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta
menyampaikannya kepada Kepala Desa.

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

~mgusan Pemerintahan  dan —Umum-daldm  melaksanakan

tugasnyamfungsi: ’

1) Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan
kersipan.

2) Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan
inventaris Desa.

3) Penyusunan program dan urusan rumah tangga Desa.

4) Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja Desa.

5) Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban

Kepala Desa.



-

6)

7)

8)

9)

Penyusunan pertanggungjawaban administrasi  keuangan
pemerintahan Desa.

Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dan
pemerintahan umum.

Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka
pembinaan wilayah dan masyarakat.

Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di

bidang pemerintahan.

10) Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di

bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

11) Penyusunan - program dan -pengadministrasian di bidang

+ “kependudukan dan catatanSipil serta administrési;vper’tanahan.

4. UnsuPWilayah e
Unsur WilayaMimpin m Kepala Dusun. Unsur

Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

a. Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun.

b.

Membina kehidupan masyarakat dusun.

Membina perekonomian dusun.

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun.

Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.



3. Keadaan Demografis

a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

b.

Penduduk di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung
Timur Kabupaten Tanggamus berjumlah 2.462 orang dengan 984

kepala keluarga. Dengan perincian penduduk terlihat dalam Tabel 1

berikut:
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1.318 Orang 1.34 Orang 2.468
Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, Dokumentasi, dicatat pada 1
Oktober 2019
_Ju‘mléh Penduduk Berdasarkah 'én'd-idikan
— Tabel 2 e
Ju k Desa ng Udlk Berdasarkan
tkan
No Pendidikan (tamat) Jumlah (jiwa)
1. | Pra Sekolah 210
2. | SD 750
3. | SMP Sederajat 701
4. | SMA Sederajat 501
5. | Akademi/PT 180
6. | Tidak Tamat 126
JUMLAH 2.468
Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, Dokumentasi, dicatat pada 3

Oktober 2019
Data di atas, menggambarkan tentang potensi Sumber Daya
Manusia sebagai sumber daya pembangunan. Sumber Daya Manusia
potensial yang dapat berperan maksimal dalam pemberdayaan

masyarakat Desa ini adalah sumber daya berpendidikan SMP



Sederajat, SMA sederajat, Akademi, dan Sarjana berjumlah 1.382
orang. Sementara yang lainnya masih berada pada masa anak-anak
sehingga baru menjalani pendidikan tingkat dasar, sebagian lainnya
juga hanya berpendidikan tingkat dasar dan telah berusia lanjut.
Sementara itu, Desa Banjar Agung Udik memiliki Sarana
pendidikan sebagaimana dalam Tabel 3 berikut:
Tabel 3.

Lembaga Pendidikan di Desa Banjar Agung Udik

Lembaga Pendidikan Jumlah Unit
PAUD 1
TK/RA 1
SD/MI 4
SLTP/MTS 1
SpSumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, Dokumenta5| dicatat
3 pada 3 Oktober 2019

Pada umduduk anarAgung Udik menganut
agama Islam dan dapat dikatakan hampir 100% masyarakatnya
menganut agama Islam. Di mana masyarakat Desa Banjar Agung Udik
sangatlah religius, begitu banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan
yang dilakukan seperti membentuk majelis taklim dan pengajian-
pengajian mingguan maupun pengajian bulanan yang dilakukan oleh
muslimin dan muslimat di mesjid-mesjid/DKM sekitar Desa Banjar

Agung Udik.



d. Sosial Budaya
Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia di masyarakat

tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain.
Tolong menolong dilakukan secara kekeluargaan dan gotong-royong
berdasarkan kesadaran. Sejak dahulu masyarakat Desa Banjar Agung
Udik sudah memiliki tradisi dan kebiasaan tolong menolong dan
tardisi tersebut tumbuh dan tertanam dalam kehidupan masyarakat.
Misalnya pada musim tanam padi, kerja bakti, acara perkawinan dan
membangun rumah.

e. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Banjar Agung Udik ini sebagian besar bermata

=

\_pencaharian sebagai getanifidanfpeternakan. Selaift itu juga mata

péﬁéjéﬁariargpenduduk Desa Banjar Agung Udi:k».adérliaﬁﬁ‘éebagai tukang
kayu, tukangmnjahit. ’

Tabel 4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjar Agung Udik

No Pekerjaan Jumlah
1. | Petani 1055 Jiwa
2. | Buruh Tani 394 Jiwa
3. | Pedagang 350 Jiwa
4. | Angkutan Sepeda Motor (Ojek) 51 Jiwa
5. | PNS/TNI/POLRI 50 Jiwa
6. | Ternak kambing 232 Jiwa
7. | Ternak ayam 220 Jiwa
8. | Tukang kayu 52 Jiwa
9. | Tukang batu 49 Jiwa
10. | Tukang Jahid 15 Jiwa
Jumlah 2.468 jiwa

Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, Dokumentasi, dicatat pada 1
Oktober 2019



Profil mata pencaharian penduduk di atas menggambarkan jenis
pekerjaan masyarakat sejalan dengan situasi dan kondisi wilayah Desa,
yakni sebahagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan
buruh tani. Sedangkan, profesi sebagai pedagang, tukang ojek
merupakan penyesuaian pekerjaan sesuai dengan kondisi kekinian, dan
pemenuhan kebutuhan penduduk.>®

D. Deskripsi Data Penelitian

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada
yaitu “Igngsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program atau melalui
formu"las_i\kébijakan derivat, a;télj’ fﬁrdﬁa;jﬂdari kebijakan 'iqub_l,lik tersebut.
Kebijakar; p.u;k‘JI-i’kuz dalam.-bentuk Undang-Undang‘a’taiu_ I;3erda adalah jenis
kebijakan publik penjelas ata! yang sering diistilahkan sebagai peraturan
pelaksanaan.

Terkait upaya pemerintah daerah untuk menegakan peraturan daerah
tentang ketertiban umum yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Hiburan Umum, hiburan musik berupa orgen tunggal akan
diperketat pengawasan dan penertibannya. Hiburan musik (orgen tunggal)
yang akan ditertibkan adalah yang melanggar aturan yang telah disepakati dan

diatur dalam peraturn daerah (perda). Menurutnya, hiburan musik berupa

orgen tunggal yang sering digelar hingga larut malam bahkan dini hari dapat

% Ganda Irawan, Sekretaris Desa Banjar Agung Udik, Interview, pada Tanggal, 2
Oktober 2019



menimbulkan beragam aksi dan tindak kejahatan sehingga diperlukannya
penertiban. Selain menimbulkan keresahan masyarakat, hiburan orgen tunggal
hingga larut malam juga bisa mengundang beragam tindak kejahatan.
Makanya hal tersebut harus ditertibkan. °’

Menurut Ganda Irawan bahwa sebelum melakukan penertiban dan
tindakan yang tegas, camat dan wali nagari diminta untuk gencar melakukan
sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Hiburan Umum yang salah satunya terkait dengan hiburan seperti
orgen tunggal. Sosialisasi ini tujuannya agar tidak terjadi benturan, bila
tindakan tegas dilakukan oleh petugas bila didapati orgen tunggal yang
melanggar perda.-Sebelumnya, pementasan musik hiburanatau orgen tunggal
yang}.,\;ne;l‘afhpui batas . waktd” akdfi sé}ri'g_at mengganggu~‘ke,nYahanan di
Iingkung.éﬁ .rhésyarakat. Sosiélisasi Aharus diiakukanklagi:te'rhédéb, masyarakat
serta pemilik orgenmmt batammehkan Orgen tunggal.
setelah itu dilakukan, jika masih ada yang melanggar maka lakukan tindakan
tegas. Hal ini menurutnya perlu dilakukan karena banyak masyarakat yang
melaporkan keluhannya terkait orgen tunggal yang tutupnya sampai orang
mau shalat subuh, tidak hanya itu pakaian para penyanyinya juga tidak sopan.
Apabila sudah dilakukan sosialisasi ditengah masyarakat dan pemilik orgen
tunggal, namun masih ada yang membandel, maka tindak dengan tegas seperti

membawa peralatan orgen tersebut ke Mako Polres PP.®

57 Agung Sigit Suwarsono, Kepala Desa ..., pada tanggal 1 Oktober 2019
*® Ganda Irawan, Perangkat Desa ..., tanggal 1 Oktober 2019



Kelestarian adat masih tampak hingga sekarang yang dapat dilihat
dalam prosesi pernikahan di Desa Banjar Agung Udik, namun tidak selamanya
prosesi pernikahan mengikuti aturan baku dalam adat. Ada sedikit sentuhan
nilai-nilai modern yang masuk dalam prosesi pernikahan. Salah satu
diantaranya adalah adanya hiburan orgen tunggal dalam pesta pernikahan.
Orgen tunggal adalah acara musik yang menampilkan artis seksi berpakaian
minim. Baju super ketat, rok mini, dan dada sedikit terbuka. Musiknya tidak
lagi musik melayu, tapi sudah mulai merambah musik mancanegara beraliran
house dan disco. Iringan musik orgen tunggal layaknya musik diskotik yang
membuat penyanyi berjoget seperti cacing kepanasan. Semakin malam, suara
orgen tunggal samakin keras. Tak peduli warga disekitar tidur atau tidak.
Tidak.v,\han‘yé\ itu, kadang tuan rumahl mt{rfyediakan mindman k,ere.}sf.‘ Jadi, ada
yang ma.b”ljk-'n"iabuk sambil jbget di Apentas. Ujung-u}ungnyé pesta perkawinan
berubah menjadi pemgara dalmmerintah tak mampu lagi
berbuat apa-apa selain membuat perda. Setelah perda disahkan, implementasi
paraturan daerah tentang orgen tunggal dalam prosesi pernikahan tidak
berjalan. Peraturan kuat di atas kertas, tapi mandul dalam pelaksanan. Negara
tidak pernah berfungsi mengurus rakyat yang kian gila dengan budaya
syahwat.*®

Alim ulama yang dalam hal ini ustdaz sudah berbusa-busa mulutnya
melarang warga berbuat nista. Namun apalah daya, nasehat ustadz hanya

berlaku dalam mesjid saja. Orgen tunggal semakin merajalela. Lantas, apa

% Alwi Yusuf, Tokoh Adat Desa Banjar Agung Udik, Interview, pada tanggal 4 Oktober
2019



solusi atas semua itu. Intinya terletak pada struktur masyarakat yang terkecil,
yakni kelurga. Ketika keluarga tidak mengizinkan acara proses pernikahan
yang mereka laksanakan berubah menjadi pesta miras dan hiburan syahwat,
maka itu tidak akan pernah terjadi. Kapan perlu tidak ada orgen sekalian
dalam prosesi pernikahan. Sayang persepsi yang berkembang di tengah
masyarakat menganggap jika tidak ada orgen tunggal, maka sama saja tidak
ada prosesi pernikahan. Sebagian keluarga berada pada posisi delimatis untuk
mengadakan atau tidak orgen tunggal dalam resepsi pernikahan. Selain itu,
perlu kearifan pengusaha orgen tunggal agar menampilkan penyanyi yang
berpakaian sopan. Selama permintaan pasar besar atas penyanyi berpakaian
seksi, maka pengusaha orgen tunggal tidak bakal mau-nyuruh penyanyinya

terusan rﬁéhwbt’]dayakan orgen tunggal pengumbar nafsu: ini'at;u ﬂti'dak. o0
Berdasarkanm]cara deMGautama bahwa dirinya

selaku pemilik hiburan orgen tunggal telah memenuhi ketentuan yang berlaku

dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan

Umum vyaitu dengan memperoleh izin usaha hiburan umum. Untuk

memperoleh izin, penyelenggara hiburan mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan identitas penanggung jawab penyelenggara

b. Alamat tempat dan/atau denah lokasi yang dimihon

c. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan

80 zainal Abidin, Tokoh Agama Desa Banjar Agung Udik, Interview, pada Tanggal 5
Oktober 2019



d. Penanggung jawab bayar pajak (wajib pungut)

e. Bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peruntukan bangunan
f. Persetujuan masyarakat setempat

g. Keterangan jenis hiburan yang akan diselenggarakan®

Izin penyelenggaraan hiburan tidak dapat dipindah tangankan kepada
pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati. Izin
penyelenggaraan hiburan hanya diberikan kepada penyelenggara hiburan
untuk setiap jenis hiburan pada satu tempat hiburan. Tata cara pengajuan
permohonan izin penyelenggaraan hiburan ditatapkan oleh Bupati. lzin
penyelenggaraan hiburan hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
Izin perpanjangan dapat diberikan setelah dilakukan ;penilaian layak untuk
diberi»k:an;‘ —Bahwa izin hiburah”yan'g dibblehkan atau dapat dibefikan oleh
Pemerin'.[z-i'h. 'Kabupaten Tahggamué kepada Seseorang’ 'at;u"“t’)adan harus
dilengkapi dengan mn syar&mwentukan oleh Pemerintah
Kabupaten Tanggamus dan Instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haprizal Okta bahwa izin
penyelenggaraan hiburan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain
kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati. Izin penyelenggaraan hiburan
hanya diberikan kepada penyelenggara hiburan untuk setiap jenis hiburan pada
satu tempat hiburan. Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum mengatur bahwa setiap orang atau

badan dalam menyelenggarakan usaha tempat hiburan dilarang:

®1 Vicky Gautama, Pemilik Orgen Tunggal, Interview, Tanggal 6 Oktober 2019



a. Mempekerjakan pegawai di bawah umur.

b. Melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.

c. Menerima pengunjung yang berseragam sekolah.

d. Menerima pengunjung yang tidak berpakaian sopan.

e. Sebagai tempat asusila, transaksi sek komersial dan narkoba.

f. Melanggar keamanan, ketentraman dan ketertiban.

g. Menyelenggarakan hiburan selama bulan suci ramadaan dan hari besar
keagamaan.

h. Menyediakan minuman beralkohol, dan

i. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mah Hidir selaku masyarakat
Desa}.,!MBatj\‘jé‘r Agung Udik méhgem'uka;lian bahwa implem‘entas:i‘f‘Peraturan
Daerah l.\-l'b’r.n'ciif “5=Tahun 2017 tenténg Pengaturan Hiburan Umum terutama
dalam kaitannya dengam orgen mesa Banjar Agung Udik
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana
masyarakat yang mempunyai hajat ingin mengadakan hiburan orgen tunggal
harus mendapatkan izin dari Polsek Pugung terlebih dahulu. Apabila izin
sudah dikeluarkan maka hiburan orgen tunggal diperbolehkan untuk
dilaksanakan. Izin yang dikeluarkan tersebut berlaku hingga pukul 18:00 WIB,
namun ada juga yang sampai malam hari. Tentunya hal ini kembali harus

membuat laporan dan izin kepada Kepolisian Sektor Pugung terlebih dahulu.®

%2 Haprizal Okta, Anggota Karang Taruna Desa Banjar Agung Udik, Interview, Tanggal 7
Oktober 2019
%% Mah Hidir, Masyarakat Desa Banjar Agung Udik, Interview, Tanggal 8 Oktober 2019



Maraknya hiburan malam organ tunggal pada acara hajatan masih ada
yang melebihi dari jam yang sudah ditentukan yakni pukul 18:00 WIB,
padahal jam pembatasan hiburan malam ini sudah diatur dalam peraturan
daerah (perda) No 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Malam
ditambah lagi pernah terjalin kesepakatan antara pengusaha organ tunggal
dengan pihak kepolisian tahun 2016 lalu mengenai jam operasional organ
tunggal. Menurut Bripka Firdaus Azmi selaku Anggota Polsek Pugung
mengungkapkan bahwa pihak Polres Tanggamus sudah berupaya maksimal
dalam hal pengaturan hiburan umum khususnya orgen tunggal secara preemtif
dengan melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat, secara
preventif dengan-melaksanakan patroli, secara represif-dengan membubarkan
kegiafén c:)rg‘en tunggal yang be"rlang'SUng;sf'qmpai dengan malém,héri . Dan saat
ini Sat .I-ﬁt.e'lk‘amﬁ Polres Ténggarﬁus sudaﬁ melakukan "‘e;/"zilﬂu{ési terhadap
penerbitan Surat Izirm64 ’

Kita ketahui bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hiburan
Umum merupakan Perda baru, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah harus
melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda tersebut. Dalam Perda
tersebut disebutkan bahwa instansi yang bertugas untuk menjalankan fungsi
pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda tersebut adalah
SKPD yang membidangi masalah keamanan dan ketertiban dalam hal ini Sat
Pol PP. Polres Tanggamus sudah mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini

kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi

% Bripka Firdaus Azmi, Anggota Polsek Pugung, Interview, pada Tanggal 4 Oktober
2019



terhadap Perda tersebut dan mengajak Sat Pol PP untuk berperan lebih aktif
lagi untuk melakukan penegakan hukum terhadap Perda tersebut.

Bripka Firdaus Azmi mengatakan, permasalahan penertiban orgen
tunggal sampai dengan malam hari tentunya bukan tanggung jawab Kepolisian
saja, namun harus didukung oleh semua pihak mulai dari aparat Desa sampai
dengan aparat Pemda bahkan seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat harus ikut berperan aktif. Maka dari itu, kami butuh dukungan
SKPD Pemkab Tanggamus, anggota dewan, tokoh masyarakat dan tokoh adat
untuk menyuarakan ini bahwa hiburan organ tunggal batas maksimalnya
hingga pukul 18:00 WIB.

Kepolisian, mengajak semua masyarakat, menyadari bersama, bahwa
kegiafén é‘rg‘en tunggal sampai dengah malf'am hari justru bany‘ak,m:er%imbulkan
efek negéﬁf Sepexti maraknyé oknurﬁ masyafakat yang-pesta mlras banyaknya
tindak kejahatan, pmau mun‘mi tempat pesta narkoba.
Polres Tanggamus dan jajaran sudah melakukan Action untuk melakukan
penertiban orgen tunggal tentunya kami juga menunggu Action dari instansi
terkait lainnya bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata. Ke
depannya Polres Tanggamus akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan
bagi pengusaha orgen tunggal yang tidak mematuhi aturan. Apabila diketahui
orgen tunggal tidak menghentikan kegiatan sampai dengan pukul 18:00 Wib
maka Polres akan menyita perlengkapan orgen tunggal sebagai barang bukti

dan bagi pengusaha orgen tunggal akan mengikuti sidang tipiring. Sesuai



dengan sanksi dari Perda tersebut akan menjalani hukuman kurungan selama 3

bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah.

Berdasarkan  hasil wawancara dengan  Yudi  Kurniawan®
mengemukakan bahwa penegakan hukum terhadap pengusaha hiburan umum
yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisikan tentang penertiban
dan penutupan, yang isinya yaitu:

(6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman,
ketertiban dan/atau penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang untuk
melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengendalian
pelarangan usaha hiburan umum.

(7) Dé\iam —Hal terjadi pelanggéran, té"rhadéip_ pelarangan Usah@ hibyran umum
sebagé‘ir.n'aha»dimaksud délam Pésal 2, Pésal 3, Pasal4 daﬁ ‘FV>'a{t’saI 7 Kepala
Satuan Kerja Pemm yangm ketentraman, ketertiban
dan/atau penegakan peraturan daerah berwenang untuk menutup usaha.

(8) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
tahapan peringatan atau teguran.

(9) Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak diindahkan, dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

(10) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tindakan penertiban diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

% Yudi Kurniawan, Anggota Satpol PP Tanggamus, Interview, pada Tanggal 7 Oktober
2019



Apabila terjadi pelanggaran terkait dengan pengadaan hiburan umum
maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal
13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan
Umum berisi tentang penyidikan, bahwa:

(5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk
melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang-berwenang sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-
uﬁ(\iangéh yang berlaku. A7 |

(7) WeWéﬁéh@ Penyidik Pegawai‘ Négefi Sipil sebag&imdn'a{d‘i»rfrllaksud pada
ayat (1) adalah: ~ ’

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan tau
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana.



d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana.

g. Menghentikan seseorang dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.

h. Memotret-seseorang yang berkaitan dengan tindak-pidana.

. § _Mérﬁanggil orang untul‘{ didé’rigar’fke_terangannya dan diperitk;a sebagai
téfééhgkaatau saksi, - —

J. Menghentikanpm. dan ’

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Ditambahkan oleh Yudi Kurniawan bahwa pengusaha hiburan yang
melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan beberapa sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Hiburan Umum berisi tentang sanksi administrasi yaitu:

(3) Barangsiapa orang pribadi atau badan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi
administrasi berupa:

a. Peringatan tertulis.
b. Pembekuan izin usaha sementara, dan
c. Pencabutan izin.

(4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(i)\; di:atﬂr lebih lanjut dengéh vl?e'raturah__Bupati. 5

S.éul‘a.ihfketentuan sanksi adrﬁinistrasi, maka- pengtisa{f’lérhiburan juga
dapat dikenakan sm sebagMaksud dalam Pasal 15
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum
berisi tentang ketentuan pidana, bahwa:

(4) Orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Perda ini dapat
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Badan Hukum maka ancaman pidananya dikenakan kepada
pengurus/pimpinan.

(6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terkait dengan
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum terutama mengenai pengadaan hiburan orgen tunggal di Desa
Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yaitu belum
pernah diberlakukan denda ataupun sanksi bagi pengusaha orgen tunggal.
Namun apabila hiburan orgen tunggal melewati batas waktu yang ditentukan
yaitu pukul 18:00 Wib maka akan diberhentikan oleh aparat kepolisian atau
aparat desa. Proses penyelesaian penghentian hiburan orgen tunggal juga
dilaksanakan secara musyawarah dan kekeluargaan, demi tertib hukum yang
telah diberlakukan - oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
Pelaksanaan' Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017-tentang Pengaturan
Hibur[a\\r) mum pada dasarnyéi-‘tejaiﬁ bél‘rj\'a‘llan secara efektif t/e;ru't:a'ma dalam

mengatur-Réb’é‘radaan hiburan umum di wilayah Kabupaten’T éfiﬁg‘jgamus.

Ay G



A.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan
Pugung Kabupaten Tanggamus

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era
globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat
dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial
serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-
persoalan hukum. Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut
adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya

menisl‘cayakain adanya perubahan é’isterﬁ"n'il.ai dan hukum.

Masyé}ékét‘dan kebudayaan pada dasarnza méfdbe;kéh‘ tayangan yang
besar dari kehidupan bersamalantar individu-individu manusia yang bersifat
dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling mempengaruhi satu
sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya
membentuk manusia atau masyarakat.

Perkembangan jasa hiburan sebagai salah satu kebutuhan sering kali
menimbulkan ekses negatif bila tidak diatur dengan regulasi yang baik. Untuk
itu kebijakan dalam upaya menghindari penyalahgunaan izin jasa hiburan

dapat mengatasi kompleksitas permasalahan sosial dengan

mengimplementasikan berbagai kebijakan publik. Implementasi atau tahap



pelaksanaan kebijakan publik adalah berupa tindakan nyata atau aktivitas
konkrit dari apa yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi.

Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya
suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-
orang yang terkena kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Untuk mengimplementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah
yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk
program, dan melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan
publik tersebut.

Tujuan—implementasi suatu kebijakan adalah- untuk mencapai.
Meni}rﬁbq‘lk‘an dampak dari sUatu pélal{sénaan terhadap suatt séséran yang
akan dit.uj‘ul. Pakekat dari irﬁplemeﬁtasi merrupakan rangkéi;ri'kt,egiatan yang
terencana dan bermdilakukminsmnsi pelaksana dengan
didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Untuk mengatasi berbagai masalah publik yang terjadi di masyarakat,
dibutuhkan peran dari pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan
baik berupa tindakan atau kebijakan. Salah satu masalah publik yang terjadi di
Kabupaten Tanggamus adalah penyelenggaraan orgen tunggal pada acara
resepsi pernikahan dan acara keramaian lainnya yang berlangsung sampai dini
hari dengan menampilkan artis orgen tunggal yang berpakaian tidak sopan
sehingga dapat merusak moral generasi muda dan bertentangan dengan norma

agama dan norma adat yang berlaku di Kabupaten Tanggamus. Untuk



mengatasi masalah  tersebut, Pemerintah  Kabupaten = Tanggamus
mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan dalam bentuk peraturan
daerah dan peraturan bupati. Sedangkan di tingkat pekon, pemerintah pekon
mengeluarkan peraturan pekon sebagai bentuk pelaksanaan dari instruksi
peraturan bupati. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi
permasalahan penyelenggaraan orgen tunggal di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum mengatur bahwa setiap orang atau badan dalam
menyelenggarakan usaha tempat hiburan dilarang:

j. Mempekerjakan pegawai di bawah umur.
k. Melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.

} I\/‘Ie\nefirﬁa pengunjung yang'herséragat sekolah.

m. Mené-fi\rﬁéipengunjung yang tidak berpakaian sopafe==="
n. Sebagai tempat Mksi sean narkoba.
0. Melanggar keamanan, ketentraman dan ketertiban.
p. Menyelenggarakan hiburan selama bulan suci ramadaan dan hari besar
keagamaan.
g. Menyediakan minuman beralkohol, dan
r. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.®
Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum mengatur bahwa:

% peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus .., h. 7



(3) Batas waktu pengaturan penyelenggaraan atas beroperasinya hiburan

umum sebagaimana dimaksud Pasal 3, antara lain:

a.

e.

ményelenggarakan atai beroperasifiya sampai pukul 24:00 W1B.

Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf d, e, f, i, k, | dan t harus
menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 18:00 WIB.
Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf s, v, dan u harus
menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 21:00 WIB.
Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf n, r dan w harus
menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 22:00 WIB.
Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf a, h, m dan p harus
menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 23:00 WIB.

Pengaturan hiburan. umum Pasal 3-huruf b,.g;J, o dan g harus

4) Waktij*\p'e'ﬁgaturan hiburan umum sebagaimana-ayat (1')'/'P‘ésal ini dapat

dikecualikan dalmm berik’

d.

Kegiatan atau penyelenggaraan seni budaya baik pada teater atau
panggung terbuka dan tertutup

Kegiatan atau penyelenggaraan pada hari-hari besar nasional dan
keagamaan

Kegiatan atau penyelenggaraan yang diadakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanggamus.®’

Kebijakan penertiban orgen tunggal yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Tanggamus dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang

" Ibid, h. 7-8



Pengaturan Hiburan Umum dibuat dengan maksud: (1) mewujudkan
ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat Kabupaten
Tanggamus, (2) untuk mengatur tentang tata cara berpakaian artis orgen
tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma
kesopanan, (3) untuk membatasi jam penayangan orgen tunggal sampai pukul
18:00 WIB, (4) memberikan wewenang kepada pemerintah pekon untuk
mengatur perizinan penyelenggaraan orgen tunggal dan sanksi sesuai dengan
kebutuhan pekonnya masing-masing. Sedangkan kebijakan penertiban orgen
tunggal di tingkat pekon dibuat dengan maksud: (1) melaksanakan peraturan
bupati yang memberikan wewenang kepada pemerintah pekon untuk
mengatur perizinan penyelenggaraan orgen tunggal dan-sanksi sesuai dengan
kebufq\haﬂpekonnya masing-rhasjn'g", (2).?p_ntuk mengatur sécarai‘le‘bih detail
daripadé-ﬁérat‘uraﬂ bupati, mvisalnyaA mengatﬁr tentang- lambuf"pér;ggung orgen
tunggal dan Iarangmmnummmkasi penyelenggaraan
acara.

Sedangkan tujuan dari kebijakan penertiban orgen tunggal di
Kabupaten Tanggamus adalah: (1) mencegah rusaknya moral generasi muda
karena menyaksikan penampilan artis orgen tunggal, (2) memperbaiki citra
dan nama baik Kabupaten Tanggamus di luar daerah yang menjadi buruk
karena dianggap sebagai daerah yang yang identik dengan orgen tunggal yang
menampilkan artis yang tidak sopan, dan (3) mengendalikan acara
pertunjukkan orgen tunggal dalam acara peresmian pernikahan perkawinan,

acara pemuda, perayaan hari besar nasional, dan acara keramaian lainnya



untuk menjunjung tinggi adab kesopanan, menjaga ketenteraman dan
ketertiban masyarakat.

Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum dilakukan dengan berdasarkan
kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengawasan Minuman Beralkohol. Keputusan presiden tersebut merupakan
kebijakan yang mengatur pengendalian, produksi, pengedaran dan penjualan
atau penyajian minuman beralkohol dalam rangka menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia.

Untuk mengatur pertunjukkan orgen tunggal di Kabupaten
Tanggamus, sudah ada kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang
ketehtéramén dan ketertiban”‘umumx‘yéitu Peraturan Daerah:‘Kabupaten
Tanggarﬁﬁé ‘Nomor_5 Tahﬁn 2017 tentahg Pengaturaft i/-"liblxj,ran Umum.
Pengaturan tentangmggal yaMan salah satu masalah
ketenteraman dan ketertiban umum diatur alam bentuk peraturan daerah agar
dapat memuat sanksi jika dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang
terdapat di dalamnya.

. Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa
Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 (empat) prasyarat
fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu menyangkut ideologi yang menjadi
dasar penataan aturan hukum, dan kewajiban masyarakat yang menjadi

sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, masalah kewenangan



aturan hukum. Keempat prasarat tersebut telah diakomodir dalam sistem
hukum Islam, karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuaan hukum
yang idiologis, terdapatnya hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada
penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan
kewajiban, sanksi dari tindakaan hukum vyang dilakukan dan masalah
kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah. Setiap
hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum
Islam, dan sedikitnya ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam
masyarakat. Pertama, perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan
salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-
studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada
masya\;al{atl yang. mampu_hidup; langgeng _tanpa adanya ko’nt'rolz‘sosial dari
hukum .éébag\ai- —sarananya.v Kedué, perspektif sosial 'én’gih.eéring, yang
merupakan tinjauanmbanyak m&m oleh para pejabat untuk
menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan
menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Ketiga, perspektif emansipasi
masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah
(bottom up) terhadap hukum yang meliputi objek studi seperti kemampuan
hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum,
kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain-lain.

H.A. Djazuli mengemukakan bahwa siyasah menurut para mujtahid
adalah urusan-urusan publik yang tidak ada dalil gat'i dari Alquran dan

Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Dalam



siyasah sering digunakan pendekatan giyas dan maslahat al-mursalah. Oleh
sebab itu, dasar utama dari siyasah syar 7yah adalah keyakinan bahwa syariat
Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat
dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang
ditempuhnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah secara jelas.®®

Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang ada, mempunyai
keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan
sumber hukum Islam dari al-qur’an dan as-sunnah yang merupakan sumber
hukum vyang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga sangat
dimungkinkan tujuan-tujuan_hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya
yang tergambar-dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang
diatu}r.vr\;ya\‘afau hukum Islam juga‘ be‘rfungsfi:sebagai kontrol sdsial rﬁésyarakat.

PéfkéMbaﬁgan dunié yanQ semakin Maj dis’erft"aii”/dengan era
globalisasi dan permnmu permdem teknologi yang pesat
dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial
serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-
persoalan hukum. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak
terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan
yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Pada dasarnya pandangan hukum Islam terhadap persoalan hiburan
umum berupa orgen tunggal yang menyalahi izin yang diberikan dapat dilihat

dalam aspek hukum pidana atau jinayah. Hukum Pidana Islam merupakan
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syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik
di dunia maupun akhirat.

Pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang
oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
Dalam istilah lain, jinayah disebut juga dengan jarimah. Selanjutnya jarimah
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh
Allah dengan hukuman had, gishash, dan/atau ta zir.

Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian
yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya
terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah gishash diyat, serta
jarimah ta zir-Jarimah hudud adalah jarimah yang dianeam dengan hukuman
had, }y;';\itu“hukuman yang teléh“diténtu‘kén oleh syara’ dan mefubakan hak
Allah. .S'édaﬁgkan Jarimaﬁ qisﬁash seéara terminolbgj/i’"'é,(:lalah yang
mengenakan sebuamsanki hmmda pelaku persis seperti
tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Atau dengan
kata lain bahwa gishash diartikan dengan menjatuhkan sanki hukum kepada
pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan,
nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Hiburan umum (orgen tunggal) dalam implementasinya yang
dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum, maka berarti dibenarkan karena

tidak mendatangkan kemaksiatan, akan tetapi justru mendatangkan



kemaslahatan, dalam arti dapat menghibur masyarakat di tempat hiburan
tersebut dilaksanakan.

Adapun jarimah ta’zir yaitu jarimah yang sanksi hukumnya
sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah dengan kata lain bahwa ta'zir adalah
hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang
hukumannya ditentukan oleh syara'. Dengan demikian jarimah ta'zir adalah
suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Dari ketiga macam jarimah, maka dalam konteks pelaksanaan hiburan
umum (orgen) lebih dititikberatkan pada jarimah ta’zir, yang mana apabila
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum maka akan-diberikan sanksi oleh
Bupatl (penguasa) melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang membldangr hiburan-umum. e

Menurut pemml bahMumum (orgen tunggal)
boleh tetap diadakan pada masyarakat di Desa Banjar Agung Udik,
Kabupaten Tanggamus, akan tetapi tentunya harus mematuhi ketentuan yang
mengatur tentang hiburan umum (orgen tunggal). Dengan demikian terkait
dengan persoalan pelaksanaan hiburan umum berupa orgen tunggal di
Kabupaten Tanggamus, meskipun hal ini adalah persoalan baru namun secara
prinsip Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar pemikiran hukum terkait
persoalan ini antara lain dalam hal larangan berlaku zhalim dan juga khamar.
Hal ini tidak dapat dipungkiri, jika hiburan orgen tunggal dilaksanakan pada

malam hari, kemungkinan besar akan mendatangkan kemaksiatan baik berupa



minuman keras (khamar) maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan
masyarakat. Untuk meminimalisir terjadinya perbuatan maksiat tersebut,
maka setiap penyelenggaraan orgen tunggal harus memenuhi ketentuan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perizinan Penyelenggaraan
Hiburan di Kabupaten Tanggamus tentang pengaturan hiburan umum
dijelaskan tentang waktu beroperasinya hiburan seperti orgen tunggal hanya
boleh sampai dengan 18:00 Wib.

Berdasarkan siyasah syar’iyyah pengaturan pemerintah daerah dengan
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum, hal itu sudah sejalan dengan norma-norma hukum Islam
sebagai manifestasi dari kebijakan dimaksud. Hal ini-sesuai dengan kaidah
figh ‘.:‘,_i\\)_/a§aﬁ; terutama siyasah"qadha tyyah yang secara spésifil{membahas
peradila.rfa?ta's‘ pelanggaran beraturéﬁ hukum dan pecundénéj-ijﬁ'(;langan yang
telah dibuat dan dim IembaMdan sebagai perwujudan
dari jarimah ta zir yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum

maka akan diberikan sanksi oleh Bupati (penguasa) melalui Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi hiburan umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan
Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus belum optimal dilaksanakan, karena masih ada
masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan
orgen tunggal- yang melebihi batas waktu beroperasinya hlburan orgen
tunggal hanya boleh sampal dengan 18 OO Wib.

AnaI|S|s szyasah syar’iyyah terhadap pelaksanaan ’P;fét;ran Daerah
Nomor 5 Tahunm Pengafmn Umum di Desa Banjar
Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sudah sejalan
dengan norma-norma hukum Islam sebagai manifestasi dari kebijakan
dimaksud. Hal ini sesuai dengan kaidah figh siyasah, terutama siyasah
qadha’iyyah yang secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran
peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan
ditetapkan oleh lembaga legislatif dan sebagai perwujudan dari jarimah
ta’zir yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum maka



akan diberikan sanksi oleh Bupati (penguasa) melalui Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi hiburan umum.
B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi
perbaikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Hiburan Umum, maka penulis menyampaikan rekomendasi
sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Tanggamus hendaknya meningkatkan kembali
program sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pengaturan Hiburan Umum, sehingga masyarakat mengetahui

kebijakan ‘mengenai hiburan umum, khususnya -pengaturan mengenai

- o

hiluran‘orgen tunggal. ‘

2. Masyéfékéf'yapg ingin_mengadakan hiburan orgen tunggal hendaknya
meminta kepada penyhasa orgﬂnggal agar penyanyi memakai
pakaian yang sopan, sehingga mampu meminimalisir perbuatan amoral di

tengah-tengah masyarakat.
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